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TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEXOLAH MENENGAH PERCTAMA NECEIT 7 LAYIIA)
FILIAL SMP WAARA MENIADT SEEOLAH MENENGAH PEICTAMA
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bahwa dalam rangka meningkatian b penddivan  pada
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Neger 7 Lakudo Filial Sy
Waara pertu  dilakukan  perubahan  nama  dan  Selolah
Menengah Pertama menjadi Sekolat Menengah Vertama (V)
Negeri & Lakudo |

bahwa berhubung dengan maksud tersetat pada hund a, pery
ditetapkan dengan Keputusan Bupati |

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 terdang Progeam
Permnbangunan Nasional (PROVENAS) Tahwun 2000- 2004 |
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 terdang Sstern
Pendidikan Nasional ;
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah |

Peraturan Pemerintah  Nomor 28  Tahun 1990  tertang
Pendidikan Dasar ;

Peraturan Pemerintah  Nomor 29 Tahun 1990  tentang
Pendidikan Menengah |

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tertang peran
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Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

terdang
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Memperhatikan
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

TEMBUSAN :

el BB LB S Ll

2

1. Usulan / Proposal permohonan penegerian SMP Negeri 2
Lakudo Filial SMP Waara Nomor 01 / SMP / PW / 2005 tanggal
/ Desember 2005 :

2. Rekomendai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Sulawesi Tenggara Nomor : 422 / 2386 / DPK, tanggal 26
Desember 2005 tentang SMP Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara
menjadi SMP Negeri 5 Lakudo.

MEMUTUSKAN:

Merubah nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lakudo
Filial SMP Waara menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 5 Lakudo mulai sejak tahun pelajaran 2005 / 2006.

Dengan ditetapkannya keputusan ini, segala asset Sekolah
Menegah Pertama (SMP) Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara
menjadi milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Lakudo.
Bagan Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5
Lakudo sebagaimana sercantum dalam lampiran keputusan ini.
Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di
dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 pesempenz 205
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Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta :

Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;

Kepala Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendar -

Ketua DPRD Kabupaten Buton di Bau-Bau

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;

Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Pasarwajo ;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
. Camat Sampolawa di Sampolawa ;

10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan -

11. Arsip.
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